
 

 

 

 

 

 

BUPATI BURU SELATAN 

PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BURU  SELATAN, 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

Mengingat : 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi 

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4878); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019  

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022

tentang Pedoman  Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 
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21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 38); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2013 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 24); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Maluku Nomor 124); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan 

Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 

2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Buru Selatan Nomor 4); 

27. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 33 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten 

Buru Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan 

Tahun 2021 Nomor 33); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru 

Selatan. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buru Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buru Selatan. 

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

6. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan 

oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai 

tujuan bernegara. 

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 

untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki 

Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 

daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. 

8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat ditingkat pusat dan daerah. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan periode 20 tahun. 
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10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 tahun; 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 satu tahun. 

12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode satu tahun. 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15. Strategi adalah langkah berisikan program-program 

sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah untuk mencapai sasaran. 

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran. 

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 

kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber 

daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 

SPM adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin 

akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.  

20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar 

pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

daerah. 
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21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis 

daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai 

sasaran RPJMD. 

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 

untuk menghasilkan keluaran (output), dalam rangka 

mencapai hasil (outcome) suatu program. 

23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program, sasaran sehubungan dengan 

penggunaan sumber daya pembangunan. 

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 

alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program 

atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran 

(output), hasil (outcome), dampak (Impact). 

25. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

26. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah sebelum dan sesudah disepakati 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

27. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Buru Selatan Tahun 2024. 

 

 

 

BAB II 

POKOK-POKOK PENYUSUNAN 

 

Pasal  2 

(1) RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 

daerah Kabupaten Buru Selatan dalam periode 1 (satu) 

tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember 2024. 

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 
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BAB I : Pendahuluan; 

BAB II   : Gambaran Umum Kondisi Daerah 

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan 

Daerah; 

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah; 

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

BAB VII : Penutup; 

(3) Uraian BAB I sampai BAB VII sebagaimana dimaksud 

ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 2 menjadi: 

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam 

merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi 

acuan masyarakat ikut serta partisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan dan sekaligus mengevaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024; dan 

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 

dalam menyusun KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2024. 

 

 

BAB III 

PENYESUAIAN RKPD 

 

Pasal 4 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah 

kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organiasasi 

Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2024 dengan hasil 

pembahasan bersama DPRD dan RKPD Kabupaten Buru 

Selatan Tahun 2024. 

 

Pasal 5 

Dalam hal RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 2 berbeda dari hasil pembahasan 

dengan DPRD, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 

menggunakan RKPD Tahun 2024 hasil pembahasan dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan. 

 

Ditetapkan di Namrole 

pada tanggal 13 Juli 2023 

BUPATI BURU SELATAN, 

 

 

 

 

SAFITRI MALIK SOULISA 

 

Diundangkan di Namrole 

pada tanggal 13 Juli 2023 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BURU SELATAN, 

 

 

 

 

UMAR MAHULETE 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023  

NOMOR 14  

 


